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TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN YANG BERSUMBER DANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen yang bersumber dana
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan pada Badan

Penanceulanean Bencana Daerah Kabupaten Kebumen yang Bersumber Dana
tele) o )

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

Anggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
ILembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723):

10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
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Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

_Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  Provinsi  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737):

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor
2. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1):

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 22);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja
dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 9. Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 43):

o



Menetapkan

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 42) ;

o
]

. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun
2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010
Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PADA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
YANG BERSUMBER DANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Sehubungan belanja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kebumen belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka anggaran untuk belanja kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010
dibebankan pada anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

(1) Anggaran untuk belanja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
dibebankan pada anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.181.007.900,00 (seratus
delapan puluh satu juta tujuh ribu sembilan ratus rupiah) untuk pelaksanaan
kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Bantuan Droping Air Bersih sebesar Rp. 154.000.000.00
b. Kegiatan Pemantauan dan Penyebaran Informasi

Potensi Bencana Alam sebesar Rp. 7.770.650,00
¢. Kegiatan  Penyiapan  Tenaga  Pengendali

Keamanan dan  Kenyamanan  Lingkungan

sebesar Rp. 19.237.250,00

(2) Pengurusan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa
Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan berkoordinasi dengan Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Tata cara pengurusan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
mengajukan permohonan dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
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Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran melakukan proses pencairan
dana sesuai ketentuan yang berlaku dan menyalurkannya kepada Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen;

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
membelanjakan dan mempertanggungjawabkan dana sesuai dengan ketentuan
yang berlaku:

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
menyampaikan pertanggungjawaban pada setiap akhir bulan kepada Kepala
Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Kebumen selaku Pengguna Anggaran:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran mempertanggungjawabkan
anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Ck*ober 2010
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